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BUPATI GORONTALO UTARA I 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR S TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
: • i 

i 

! 1 I 
BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan terjadinya perubahan kebijakan 

Belanja pada kegiatan Pemerintahan, Penyelenggaraan 

Pembangunan serta Pelayanan kepada masyarakat pada masing 

masing Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan 

Pergeseran Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada l iumf 

a, Telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melaiui surat Nomor 

170/DPRb-Kab.Gorut/465/VII/2021 tanggal 5 J u l i 2022 

Perihal persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 

2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo 
i 

Utara Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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BUPATI GORONTALO UTARA 

: PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG   
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | 

' Menimbang: 

Mengingat 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

| 
BUPATI GORONTALO UTARA, 

a. bahwa berkenaan dengan terjadinya perubahan kebijakan 

1. 

2022: 

Belanja pada kegiatan Pemerintahan, Penyelenggaraan 

Pembangunan serta Pelayanan kepada masyarakat pada masing 

masing Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan 

Pergeseran Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “Tahun 

| Anggaran 2022, : | | 

bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, telah mendapat persetujuan Pimpinan “Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor 

170/DPRD-Kab. Gorut/465/VII/2021 tanggal 5 Juli 2022 

Perihal persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran . 

2 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo 

Utara Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran: Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 
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2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Unidang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6557); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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2. Undang-undang : Nomor 1 Tahun 2004 trlang 

Perbendaharaan i Negara: (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 
  

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan . Pemhangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan | 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik | 

  

Indonesia Nomor 5049), 

  
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa| kali 
  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 . . 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

—. Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik | 

' ) Indonesia Nomor 6573): 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan. 

Keuangan antara Pemerintah 'Pusat Dan Pemerintahan : 
| : | 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

: Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . 

| Nomor 6557): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

| Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, | 
| 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 teritang 

  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 3 — 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan : 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340), | 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentsing Tata Cara Elvaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Peraturan Pemerintah: Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

. Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

” 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

11 

“Indonesia Nomor 4575): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

0 kepada Dewan. “Perwakilan Rakyat 'Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada | 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

| Nomor 4693), 5 : | | | 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 

) Standar ) | Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

12. 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) | 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang . | 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

| Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

— Nomor 6041): : pa 
13. 

. Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang ' Hak | 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

i | Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

| Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. 

) Indonesia Tahun 2019 Nomor 42: 

15. 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang | 

| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

0 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

| Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah: diubah 

) ) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16. Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

  

0 KABAN KABAG ASS SEKDA WABUP 

“| KEUANGAN HUKUM 4 . 

(TI                



Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 263); 

18. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022. 
. ; , 1 . 

: i 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 

2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan i dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2021 Nomor 484) diubah setagai 

berikut: I 

1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai ber ikut : j 

P a s a l l l 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.683.719.959 (empat ratus tujuh 

puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga j u t a tujuh ratus 

sembilan belas ribu sembilan ratus l ima puluh sembilan rupiah), yang 

terdiri atas : 

a. Belanja pegawai; 
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Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang | 

| Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, | 

17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

. Utara Nomor 263), | 

18. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022. | 
| 

: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA Aras 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 

2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. | 

) 
Pasal I | 

Beberapa ketentuan: dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun | 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten ( Gorontalo Utara tahun 2021 Nomor 484) diubah sebagai 

. berikut: | 

1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

: Pasal 11 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.683.719.959 (empat ratus tujuh 

puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus 

sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), : yang | 

terdiri atas : i 

a. Belanja pegawai: 
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b. Belanja barang dan jasa ; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 266.420.187.713,00 (dua ratus enam puluh 
; i I I 

enam milyar empat ratus dua puluh ju ta seratus delapan puluh ti i juh 

ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). 

(3) Belanja barang dan j a s a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 200.524.010.173,00 (dua ratus milyar l ima 

ratus dua puluh empat ju ta sepuluh ribu seratus tujuh puluh tiga 

rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 3.392.941.899 (tiga milyar tiga ratus sembilan 

puluh dua ' juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan fatus 

sembilan puluh sembilan rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar 6.754.580.175,00 (enam milyar tujuh ratus lima 

puluh empat j u t a lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh 

lima rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua milyar l ima ratus 

sembilan puluh dua ju ta rupiah). 

2. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai ber ikut : ; 

Pasal 12 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.420.187.713,00 (dua ratus enam 

puluh enam milyar empat ratus dua puluh ju ta seratus delapan puluh 

tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas : 

a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN 

b. Belanja Tambahan penghasilan ASN; 
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(2) 

8) 

(4 

(5) 

(6) 

@ 

Ketentuan pasal 12 diubah 1 sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 

(1) 

) b. Belanja barang dan jasa, 

— tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas : 

c. Belanja bunga, 

d. Belanja subsidi, 

e. Belanja hibah dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 266.420.187.713,00 (dua ratus enam puluh 

enam milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh 

ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). : | 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 200.524.010.173,00 (dua ratus milyar lima 

ratus dua puluh empat juta sepuluh ribu seratus tujuh puluh tiga 

rupiah). | | 

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 3.392.941.899 (tiga milyar tiga ratus sembilan 

“puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus 

sembilan puluh sembilan rupiah). 

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 

| direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah). 

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muat e 

direncanakan sebesar 6.754.580.175,00 (enam milyar tujuh ratus |lima 

puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh 

lima rupiah). 

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua milyar lima ratus   sembilan puluh dua juta rupiah). 

Pasal 12 

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.420.187.713,00 (dua ratus dnam 

puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh 

| 

a. Belanja Gaji dan tunjangan, ASN | 
: | 

b. Belanja Tambahan penghasilan ASN, 
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c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

la innyaASN 

d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD; 

e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 

f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; 

g. Belanja Pegawai BOS 

h. Belanja Pegawai BLUD 

(2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 168.305.943.086,00 (seratus enam puluh 

delapan milyar tiga ratus l ima ju t a sembilan ratus empat puluh tiga ribu 

delapan puluh enam rupiah). 

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.507.306.141,00 (tiga puluh 

tujuh milyar l ima ratus tujuh ju ta tiga ratus enam ribu seratus empat 

puluh satu rupiah). 

(4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 45.683.111.496,00 (empat puluh lima milyar enam ratus 

delapan puluh tiga ju ta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan 

puluh enam rupiah). 

(5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.447.600.726,00 (sembilan milyar 

empat ratus empat puluh tujuh ju ta enam ratus ribu tujuh ratus dua 

puluh enam rupiah). 

(6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam 

puluh sembilan ju t a dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam 

puluh empat rupiah). 

(7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ju ta empat ratus ribu 

rupiah). • 

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan 

ratus empat belas ju ta enam ratus ribu rupiah). 

KABAN 
KEUANGAN 

KABAG 
HUIOJM 
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@& 

(3) 

(4) 

(5) 

: & 

(7) 

(8) 

— e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH, 

h. Belanja Pegawai BLUD i | 

.... Belanja 1 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan oryeke 

lainnya ASN 

d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD, | 

f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH: 

g. Belanja Pegawai BOS 

Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 168.305.943. 086, 00 (seratus enam puluh 

delapan milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu 

delapan puluh enam rupiah). | | 

Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.507.306.141,00 (tiga puluh 

tujuh milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu seratus empat 

puluh satu rupiah). ) | Tn | | 

Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan onjekti 

lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan | 

sebesar Rp. 45.683.111.496,00 (empat puluh lima milyar enam fatus 

delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan 

puluh enam rupiah). | 

Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.447.600.726,00 (sembilan milyar 

empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua 

puluh enam rupiah). ! 

Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam 

puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam 

puluh empat rupiah). : 

Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/W WKDH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.392. 400. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu 

rupiah). | ) |. 

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 4.914.600. 000, 00 (empat milyar sembilan 

. ratus s empat belas juta enam ratus ribu rupiah). 
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Ketentuan pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai ber ikut : 

Pasal 13 

(1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.305.943.086,00 
i . 

(seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus l ima ju ta sembilan ratus 

empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas : 

a. gaji pokok ASN Rp. 119.995.875.925,00 

b. tunjangan keluarga ASN Rp. 11.865.691.622,00 

c. tunjangan jabatan ASN Rp. 5.915.798.305,00 

d. tunjangan fungsional ASN Rp. 10.683.278.900,00 

e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 1.472.224.902,00 

f. tunjangan beras ASN Rp. 7.600.521.268,00 

g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 286.326.656,00 

h. pembulatan gaji ASN Rp. 2.425.508,00 

i . iuranjani inan Kesehatan ASN Rp. 9.495.800.000,00 

j . iuranjaminan kecelakaan kerja ASN Rp. 268.000.000,00 

k. iuranjaminan kematian ASN Rp. 720.000.000,00 

(2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf 1) direncanakan sebesar Rp. 37.507.306.141,00 (tiga puluh 

tujuh milyar l ima ratus tujuh ju ta tiga ratus enam ribu seratus empat 

puluh satu Tupiah), yang terdiri atas : 

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN 

Rp.l.409l025.917,00 

b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja | ASN 

Rp.36.098.280.224,00 | 

(3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 45.683.111.496,00 (empat puluh lima milyar enam ratus 

delapan puluh tiga ju ta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan 

puluh enam rupiah), yang terdiri atas : 

a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp. 428.568.000,00 

b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 31.608.924.999,00 I 

c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 2.963.769.000,00 

d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp. 1.911.000.000,00 

e. j a sa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 8.602.658.497,00 

f. honorarium Rp. 168.191.000,00 
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Ketentuan pasal 13 diubah sehingga pasal i 13 berbunyi sebagai berikut NN 

(1) 

(2) 

(3) 

»
?
 

2
9
 

$ 
Pasal 13 | | 

Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam | 

Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.305. 943. 086, 00 

  
(seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus lima juta sembilan fatus , 

. empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas : . Ta 

a. gaji pokok ASN Rp. 119.995.875.925,00 

, tunjangan keluarga ASN Rp. 11.865. 691. 622,00 — 

tunjangan jabatan ASN Rp. 5.915. 798.305,00 pt 
. tunjangan fungsional ASN Rp. 10.683. 278. 900,00 : 

, tunjangan fungsional umum ASN Rp: 1.472.224. 902,00 

tunjangan beras ASN Rp. 7.600.521. 268, 00 : 

8. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 286. 326.656, 00. 

h. pembulatan gaji ASN Rp. 2. 425. 508, 00 

i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp. 9.495. 800. 000, 00 

j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp. 268. 000.000,00 

k. iuran jaminan kematian ASN Rp. 720. 000.000,00 po 

Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat i 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.507.306.141,00 (tiga puluh 

— tujuh milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus nam ribu seratus empat ko 

puluh satu rupiah), yang terdiri atas : | MP 

a. tambahan . penghasilan berdasarkan . beban kerja ASN f 

Rp.1.409.025.917,00 : NN 0 MG 

b. tambahan . penghasilan berdasarkan prestasi kerja IASN Tg 

Rp.36.098.280.224,00 ) i e oh 
Belanja Tambahan. penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif ' 

lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 45.683.111.496,00 (empat puluh lima milyar. enam tatus . — 

delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu empat ratus: sembilan 

puluh enam rupiah), yangterdiriatas: : | ai 

a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp. 428. 568. 000, 00 . 

b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 31.608.924.999,00 . 

c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 2.963.769.000,00 

d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp. 1.911.000. 000, 00: 

e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 8. 602 .658.497,00 

f. honorarium Rp. 168. 191.000,00 . 
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(4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.447.600.726,00 (sembilan milyar 

empat ratus empat puluh tujuh ju ta enam ratus ribu tujuh ratus dua 

puluh enam rupiah), yang terdiri atas : 

a. Uang representasi DPRD Rp. 521.430.000,00 

b. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 51.129.546,00 

c. Tunjangan beras DPRD Rp. 72.014.735,00 

d. Uang paket DPRD Rp. 43.904.510,00 

e. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 819.079.625,00 

f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 91.172.380,00 

g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp. 13.702.500,00 

h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp. 

1.726.200.000,00 

i . Tunjangan reses DPRD Rp. 393.750.000,00 

j . Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

Rp.46.597.902,00 

k. Pembulatan gaji DPRD Rp. 122.184,00 

1. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD 

Rp.2.959;317.344,00 

m.Tunjangan transportasi DPRD Rp. 2.671.680.000,00 

n. Uang J a s a Pengabdian DPRD Rp. 37.500.000,00 

(5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam 

puluh sembilan ju ta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam 

puluh empat rupiah), yang terdiri da r i : 

a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 56.599.998,00 

b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 6.468.000,00 

c. T u n j a n g ^ Jabatan KDH/WKDH Rp. 98.280.000,00 

d. T u n j a n g ^ Beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00 

e. Tunjangbn PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1.794.072,00 

f. Pembulatan Gaji KDh/WKDhRp. 914 

(6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ju ta empat r a tuJ ribu 

rupiah), yang terdiri dari : 

a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 92.400.000,00 

b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 300.000.000,00 

KABAN 
KEUANGAN 

KABAG 
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ASS SEKDA WABUP 

“ 
Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1» 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.447. 600. 726, 00 (sembilan milyar 

  empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus |dua 

puluh enam rupiah), yang terdiri atas : : 

-. . 'a. Uang representasi DPRD Rp. 521. 430. 000,00. 

ob. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 51.129.546, 00 

8. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 819.079.625, 00 | 

8 

C: Tunjangan beras DPRD Rp. 72.014.735,00 

d. Uang paket DPRD Rp. 43. 904. 510,00 

f Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 91.172. 380, 00 

g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp. 13.702.500,00 

h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD| Rp. : 

1.726. 200. 000,00 : 0 . | ) 

i. Tunjangan reses DPRD Rp. 393. 750. 000,00   
j- Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

Rp46. 597. 902,00 

k Pembulatan gaji DPRD Rp. 122. 184, 00 . 

1. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD ) 

Rp.2.959.317.344,00 : 0 Hb 
. m. Tunjangan transportasi DPRD Rp. ! 2. 671.680. 000, 00 

n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp. 37.500.000,00 

Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus dnam 

-. puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam .. f 

puluh empat rupiah), yang terdiri dari : | 

— a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 56.599. 998, 00 . | 

b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 6.468.000,00 ana 
0. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp. 98. 280. 000, ,00 

( 

d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00 : | 

e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1 794. 072, 00 

0 Pembulatan Gaji KDh/WKDh Rp. 914 

| Belanja : Penerimaan: lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp. 392. 400. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu 

. rupiah), yang terdiri dari : 

a. Dana Operasional Pimpinan £ DPRD Rp92. 400. 000, 00 

b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 300.000.000,00 
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(7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf g 
' • i 

direncanakan sebesar Rp 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan 

ratus empat belas ju ta enam ratus ribu rupiab) yang terdiri atas belanja 

pegawai BOS sebesar Rp. 4.914.600.000,00 

4. Ketentuan pasal 14 diubab sebingga pasal 14 berbunyi sebagai ber ikut : 

! Pasal 14 

(1) Anggaran belanja barang dan j a sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) bi iruf b direncanakan sebesar Rp. 200.524.010.173,00 (dua 

ratus milyar l ima ratus dua pulub empat ju t a sepulub ribu seratus 

tujub pulub tiga rupiab), yang terdiri atas : 

a. belanja barang; 

b. belanja jasa ; 

c. belanja pemelibaraan; 

d. belanja perjalanan dinas; 

e. belanja uang dan/atau j a sa untuk diberikan kepada pibak 

ketiga/pibak lain/masyarakat; 

f. belanja barang dan j a s a BOS; 

g. belanja barang dan j a s a BLUD. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a 

direncanakan sebesar Rp. 60.353.718.753,00 (enam pulub milyar tiga 

ratus l ima pulub tiga j u t a tujub ratus delapan belas ribu tujub ratus 

lima pulub tiga rupiab), yang terdiri atas belanja barang pakai habis 

sebesar Rpi 60.353.718.753,00 

(3) Belanja j a sa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b direncanakan 

sebesar Rp. 74.381.893.127,00 (tujub pulub empat milyar tiga ratus 

delapan pulub satu ju ta delapan ratus sembilan pulub tiga ribu seratus 

dua pulub tujub rupiab), yang terdiri atas : 

a. belanja j a sa kantor Rp. 58.517.691.832,00 

b. belanja iuranjaminan/asuransi Rp. 5.754.202.140,00 

c. belanja sewa tanab Rp. 103.000.000,00 

d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 5.309.956.000,00 

e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 1.356.758.400,00 

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 2.500.000 

g. belanja j a sa konsultansi konstruksi Rp. 617.986.355,00 

b. belanja j a sa konsultansi non konstruksi Rp. 865.000.000,00 
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4. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

(1) 

(2) 

(3) 

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan 

ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja 

pegawai BOS sebesar Rp. 4.914.600.000,00 

Pasal 14 

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 . 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.524.010.173,00 (dua 

— ratus milyar lima ratus dua puluh empat juta sepuluh ribu seratus 

tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas : 

a. belanja barang, 

b. belanja jasa, 

Cc. belanja pemelihara an,   
d. belanja perjalanan dinas, 

e. belanja 'uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/ pihak lain/masyarakat: | | 

f. belanja barang dan jasa BOS, i : 

g. belanja barang dan j jasa BLUD. | | 

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 60.353.718.753,00 (enam puluh milyar tiga 

ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus 

lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai ! habis 

sebesar Rp. 60.353.718.753,00 | 

Belanja j jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 74.381.893.127,00 (tujuh puluh empat milyar tiga tatus 

delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus 

dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas : 

a. belanja jasa kantor Rp. 58.517.691.832,00 
b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp. 5.754.202.140,00 
c. belanja sewa tanah Rp. 103.000.000,00 
d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp: 5.309.956.000,00 

e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 1.356.758.400,00 

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 2.500.000 

g. belanja jasa konsultansi konstruksi Rp. 617.986.355,00 

h. belanja jasa konsultansi non konstruksi Rp. 865.000.000,00 
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i , belanja ikursus/pelatiban, sosialisasi, bimbingan teknis serta 

Pendidikan dan pelatiban Rp. 1.754.798.400,00 

j . Belanja J a s a Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 

Retribusi;DaerabRp. 100.000.000 

(4) belanja pemelibaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c 

direncanakan sebesar Rp. 4.655.009.591,00 (empat milyar enam ratus 

lima pulubj l ima ju ta sembilan ribu lima ratus sembilan pulub satu 

rupiab), yang terdiri atas : 

a. belanja pemelibaraan peralatan dan mesin Rp. 1.741.159.679,00 

b. belanja pemelibaraan gedung dan bangunan Rp. 2.241.214.912,00 

c. belanja pemelibaraan ja lan, jaringan dan irigasi Rp. 654.635.000,00 

d. belanja pemelibaraan asset tetap lainnya Rp. 18.000.000,00 

(5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bumf d 

direncanakan sebesar Rp. 44.132.214.684,00 (empat pulub empat 

milyar seratus tiga pulub dua ju ta dua ratus empat belas ribu enam 

ratus delapan pulub empat mpiab), yaitu terdiri atas: 

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 42.819.414.684,00 

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp. 1.312.800.000,00 

(6) belanja uarig dan/atau j a sa untuk diberikan kepada pibak ketiga/pibak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bumf e 

direncanakan sebesar Rp. 6.289.604.747,00 (enam milyar dua ratus 

delapan pulub sembilan ju ta enam ratus empat ribu tujub ratus empat 

pulub tujuh mpiab), yang terdiri atas : 

a. belanja j uang yang diberikan kepada pibak ketiga/pibak 

lain/masyarakat Rp. 5.263.500.000,00 j 

b. belanja ! j a sa yang diberikan kepada pibak ketiga/pibak 

lain/masyarakat Rp. 1.026.104.747,00 

(7) belanja barang dan j a sa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f direncanakan sebesar Rp. 10.711.569.271,00 (sebelas milyar tiga ratus 

enam ju t a seratus l ima pulub delapan ribu tiga ratus sembilan pulub 

sembilan rupiab). 

5. Ketentuan pasal 15 diubab sebingga pasal 15 berbunyi sebagai ber ikut : 

Pasal 15 

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) 

buruf d direncanakan sebesar Rp. 3.392.941.899 (tiga milyar tiga ratus 
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i. belanja 'kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta i 

— Pendidikan dan pelatihan Rp. 1.754.798.400,00 : | 

. j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 

Retribusi Daerah Rp. 100.000.000 

belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf. c 

| | direncanakan sebesar. Rp. 4.655,009.591,00 (empat milyar enam ratus 

— lima puluh lima juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh (satu 

rupiah), yang terdiri atas : 

— a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.Rp. 1.741.159.679, 00 

“b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 2.241.214.912, 00 

. c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 654.635.000, Oon 

4. belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp. 18.000.000,00 - | 

(5) 

— direncanakan sebesar Rp. 44.132.214.684,00 (empat puluh empat 

milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu €nam 

0 

7 

Ketentuan pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.392.941.899 (tiga milyar tiga ratus 

' sembilan rupiah). 

belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

ratus delapan puluh empat rupiah), yaitu terdiri atas: : 

“2. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 42. 819. 414.684, 00 

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp..1.312.800. 000, 00 

belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak 

) Jain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 6.289.604.747, 00 (enam inilyar dua ratus 

delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus empat 

puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas : 

. belanja : | uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/ masyarakat Rp. 5.263.500.000,00 “5 

“ b. belanja : jasa yang diberikan kepada -: pihak ketiga/ Jinak 

lain/masyarakat Rp. 1.026.104.747,00 pa 

belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f direncanakan sebesar Rp. 10.711.569.271, 00 (sebelas milyar tiga ratus 0 

enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh — 

Pasal 15 | 
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sembilan pulub dua ju ta sembilan ratus empat pulub satu ribu delapan 

ratus sembilan ipulub sembilan rupiab), yang terdiri atas belanja Belanja 
• ^ I 

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

sebesar Rp. 3.392.941.899,00 

Ketentuan pasal 16 diubab sebingga pasal 16 berbunyi sebagai ber ikut : 

P a s a l l 6 

(1) Anggaran belanja bibab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) 
; • • • J 

buruf e direncanakan sebesar Rp. 6.754.580.175,00 (enam milyar tujub 
• . • ^ • i • 

ratus lima? pulub empat ju t a l ima ratus delapan pulub ribu seratus 

tujub puluh lima rupiab), yang terdiri atas : 

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat; 

b. Belanja bibab kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan 

yang beriaadan bukum Indonesia; 

c. Belanja bibab bantuan keuangan kepada partai politik. 

(2) Anggaran I belanja bibab kepada pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) buruf a direncanakan sebesar RpO,00 (nol 

rupiab) yang terdiri dari belanja bibab uang kepada pemerintah pusat 

sebesar Rpb,00 

(3) Anggaran { belanja bibab kepada badan, Lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan bukum Indonesia sebagaimana 

dimaksud ! pada ayat (1) buruf b direncanakan sebesar Rp. 

6.052.200.000,00 (enam milyar l ima pulub dua ju ta dua ratus; ribu 

rupiab), yang terdiri atas : | 

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 

Sukarela. dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan Rp 905.000.000,00 

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 

Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 

4.417.200.000 

c. belanja bibab kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat 

sosial kemasyarakatan Rp. 730.000.000,00 

(4) belanja bibab bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 

dimaksud • pada ayat (1) buruf c direncanakan sebesar Rp 

702.380.175,00 (tujub ratus dua ju ta tiga ratus delapan pulub ribu 

seratus tujub pulub lima rupiab). 

KABAN 
KEUANGAN 
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HUKUM 
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sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan | 

— ratus sembilan (puluh sembilan rupiah), yang terdiri .atas belanja Belanja 

. “ketentuan psa 16 diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

“1 

tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas : 

| i Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank « (LKBB) | 

- sebesar Rp. 3. 392. 941.899,00 : : 

Pasal 16 

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat » 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.754.580.175,00 (enam milyar tujuh 

ratus lima' puluh empat juta lima ratus. delapan puluh ribu seratus 
| 

  

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, 

. . b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan 2 

yang berbadan hukum Indonesia, 

La ec. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 
9 

1 Anggaran : belanja hibah kepada pemerintah pusat : sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0, 00 (nol . 

. rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang : kepada pemerintah pusat 

' . — sebesar Rp0, 00 | NN : aa | | 

- @ : 
Anggaran | ' belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi. 

. kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 

. dimaksud | pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 

6.052.200. 000, 00 (enam milyar lima puluh dua Juta dua ratus ribu 

i rupiah), yang terdiri atas : 0 | 

“2. Belanja : Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 

: ) Sukarela dan. Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 

- Perundang-Undangan Rp 905.000. 000, 00 

i b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 

Sosial: yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. : 

4. 417. 200. 000: | | | 

. 3 £. . belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat | 

. sosial kemasyarakatan Rp. 730.000. 000, 00 

belanja. hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana. 

dimaksud | pada ayat (1) huruf c direncanakan : sebesar Rp i 

702. 380. 175, 00 (tujuh ratus dua juta tiga: ratus s delapan puluh ribu 

0 2 seratus tujuh puluh lima rupiah). 
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Ketentuan pasal 17 diubah sebingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 17 
f 

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 

11 ayat (1) buruf f direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua 

milyar l ima ratus sembilan pulub dua ju t a rupiab), yang terdiri atas 

a. bantuan sosial kepada individu; dan 

b. bantuan Isosial kepada kelompok masyarakat. 

(2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) buruf a direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua rnilyar 

lima ratus sembilan pulub dua ju ta rupiab). 
i I 

(3) Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) buruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol 

rupiab), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan 

kepada kelompok masyarakat Rp 0,00 
i • 

Ketentuan pasai 18 diubab sebingga pasal 18 berbunyi sebagai ber ikut : 

J Pasal 18 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 buruf b 

direncanakan sebesar Rp. 360.473.485.628,00 (tiga ratus enam pulub 

milyar empat ratus tujub pulub tiga ju ta empat ratus delapan pulub 

lima ribu enam ratus dua pulub delapan rupiab), yang terdiri atas : 

a. belanja modal tanab; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal Gedung dan bangunan; 

d. belanja modal ja lan, jaringan dan irigasi; 

e. belanja modal asset tetap lainnya 

f. belanja modail asset lainnya BLUD 

(2) Belanja modal tanab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a 

direncanakan sebesar Rp 3.462.523.819,00 (tiga milyar empat ratus 

enam pulub dua ju ta l ima ratus dua pulub tiga ribu delapan ratus 

sembilan belas rupiab) yang terdiri dari: 

a. Belanja Modal Tanab Persil Rp. 3.312.523.819,00 

KABAN 
KEUANGAN 

KABAG A S S ^ SEKDA 

T 1 7 1 / 
WABUP 

To Ketentuan pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

0 

0. bantuan. sosial kepada individu, dan 

. b. bantuan: sosial kepada kelompok masyarakat. 

2 

. lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah). 

3 . Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana 

milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas : 

“2. 

.' Pasal 17 

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 

11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua 

Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada 

. ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000, 00 (dua milyar   
. dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0, 00 (nol 

1 
0 direncanakan sebesar Rp. 360. 473.485.628,00 (tiga ratus enam puluh 

Oa lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas : 

Oa belanja modal tahah, 

| rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial “uang yang direncanakan 

: . kepada kelompok masyarakat Rp 0,00 

23 Ketentuan pasal 18 diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal “10: huruf b 

milyar empat ratus tujuh puluh. tiga juta empat ratus delapan puluh 

  
— b. belanja modal peralatan dan n mesin: 

—.e. belanja modal asset tetap lainnya | 

“29. 

aa direncanakan sebesar Rp: 3. 462.523. 819,00 (tiga milyar empat ratus 1 . 

| 
.c. belanja modal Gedung dan bangunan: pp ' 3 

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, 

f belanja modal asset lainnya BLUD : Na 0 

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

aa enam puluh dua juta lima. ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus 

Kn sembilan belas rupiah) yang terdiri dari: : sa 1 
ng a. Belanja ) Modal Tanah Persil Rp. 3.312.523.819,00 Ga | 
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b. Belanja Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

buruf b direncanakan sebesar Rp. 64.900.433.633,00 (enam pulub 

empat milyar sembilan ratus ju ta empat ratus tiga pulub tiga ribu enam 

ratus tiga pulub tiga rupiab) yang terdiri dari: 

a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 3.010.079.475,00. 

b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.079.038.486,00 

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 100.100.000,00 

d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 1.271.693.425,00 

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumab Tangga Rp. 11.266.281.461,00 

f. Belanja i Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 

Rp.l.954-.019.043,00 

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesebatan Rp. 41.289.784.436,00 

b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 1.721.287.645,00 

i . Belanja Modal Komputer Rp. 2.946.117.262,00 

j . Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp. 30.000.000,00 

k. Belanja ikodal Alat Bantu Eksplorasi Rp. 167.730.000,00 

1. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 9.302.400,00 

m.Belanja Modal Rambu-Rambu Rp. 55.000.000 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) buruf c direncanakan sebesar Rp. 89.141.434.433,00 (delapan pulub 

sembilan milyar seratus empat pulub satu ju ta empat ratus tiga pulub 

empat ribu empat ratus tiga pulub tiga rupiab) yang terdiri da r i : 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 86.938.630.701,00 

b. Belanja Modal Monumen Rp. 187.000.000,00 

c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.015.803.732,00 

(5) Belanja modal ja lan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) buruf d direncanakan sebesar Rp 202.470.556.388,00 (dua 

ratus satu Jmilyar lima ratus delapan pulub sembilan ju t a tujub pjulub 

tujub ribu tiga ratus delapan pulub delapan rupiab) yang terdiri dari: 

a. Belanja Modal Ja l an dan Jembatan Rp. 184.328.723.801,00 

b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 5.647.350.851,00 

c. Belanja Modal Instalasi Rp. 12.268.481.736,00 

d. Belanja Modal Jaringan Rp. 226.000.000,00 

(6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

buruf e direncanakan sebesar Rp 848.537.355,00 (delapan ratus empat 

KABAN 
KEUANpAN 
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ob. Belanja N Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00 

“3 Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.900.433.633,00 (enam: puluh 

empat milyar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam 

ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari: 

“2. Belanja Modal Alat Besar Rp. 3.010.079.475,00. 
b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.079.038.486,00 

— c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 100.100.000, 00 

d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 1.271 693. 425,00 

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 11.266.281. 461 ,00 

f. Belanja | Modal Alat Studio, Komunikasi, dan. Pemancar 

Rp.1.954.019.043,00 : i : Ta 
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 41.289.784. 436, 00 

h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 1.721.287.645,00 Ta | 

i. Belanja Modal Komputer Rp. 2.946.117. 262,00 | 

j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp. 30.000.000,00 

k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp. 167.730.000 00 

1. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 9.302.400,00 

m.Belanja Modal Rambu-Rambu Rp. 55.000.000 

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat - 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.141.434.433,00 (delapan puluh 

sembilan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh 

empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari : 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 86.938.630.701,00 i 

—b. Belanja Modal Monumen Rp. 187.000.000,00 

(5) 

& 

c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.015.803.732,00 

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 202.470.556.388, 00 (dua 

ratus satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh 

tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari: 

a Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 184. 328. 723. 801, 00: 

— b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 5.647. 350. 851,00 . 

C. Belanja Modal Instalasi Rp. 12.268.481.736,00 pl 

d. Belanja Modal Jaringan Rp. 226.000.000,00 

Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp 848.537.355,00 (delapan ratus empat 
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puluh delapan ju ta l ima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus \ lima 

pulub lima rupiab) yang terdiri dari: 

a. Belanja Modal Baban Perpustakaan Rp. 825.495.462,00 | 

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 23.041.893 | 

9. Ketentuan pasal 19 diubab sebingga pasal 19 berbunyi sebagai ber ikut : I 

I Pasal 19 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 buruf c 

direncanakan sebesar Rp 1.526.703.409,00 (satu milyar l ima ratus; dua 

pulub enam ju ta tujub ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiab). 

Pasa l l l 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerab. 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal ^ 3"^' 2022 

BUPATI GORQNTALO UTARA 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal ^ -DuM 

THARIQ MOD/yfrGGU 

2022 

SEKRETARJB^dDAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

SUIi&MAN SiAKORO I 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR S 
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puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus: Tima 

— puluh lima rupiah) yang terdiri dari: | 

.a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 825.495.462,00 

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 23.041.893 

9. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut : e 

Pasal 19 i | 
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 

direncanakan sebesar Rp 1.526.703.409,00 (satu milyar lima ratus dua 

puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). 

: ) Pasal II i ) 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | 

| 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan : Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal 6 ui ) 2022 

(susan GORGNTALO UTARA 

   
: ) THARIO MODANGGU 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal 4 uu .. 2022 

ABRAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,    
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8 
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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

SURAT DARI : l^in^ 

NOMOR SURAT : Qo A ^ - ( ^ . ^ / c ^ f,, /^^^ 

TANGGAL SURAT: <g 2621? 

DiTERtMA 

NO AGENDA 

^•S>\1 SUKAT 

DITERUSKAN KEPADA 

RETARI5 

^ I B I D A N G ANGGARAN 

IBIDANGPENOAPATAN 

IBIDANG AKUNTANSI 

jBIDANG ASET 

i KUASA BENOAHARA UMUM DAERAH 

IBENDAHARA BANTUAN SKPKD 

MATERI SURAT 

U^tS^K^ W » 

OlSPOSISl DlSPOSlSi 

^ iProses Ublh Lanjut 

. Teiaahan dan Btrl Penjelasan 

I BIcarakan/ Laporkan Kepala 6'dan/Laksanakan 

Ape Buat Tanggapan/ Jawaban 

Koordinasikan/Komfirmasi 

Koreksl / Sempurnakan • 

[Pantau 

l u M P 

Flle/Simpan 

CATATAN: 

aa aa aa an - " 

- 
LN 

  PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEVANGAN 

| 
— MMBAR DIsPO$ - Laman —.— 

SURAT DARI 

a
a
 
A
a
 
T
R
 

mp
 

pn 
A
R
E
 

  
NOMOR SURAT : 

Dira. P. Toirerma Sg un 

Do (0pno- Latema ts (uwfaza ve AGENDA" (psk - oh 

TANGGAL SURAT : TC (9- Za1n.   

: 
em
as
 

Grat SURAT 0         
  

DITERUSKAN KEPADA MATERI SURAT 

  RETARIS Tki
 

BIDANG ANGGARAN 

BIDANG PENDAPATAN UI! BIDANG AKUNTANSI 

  

BIDANG ASET 

Po IKUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PU SENOAMARA BANTUAN SKPKO 

a DISPASISI 

    

  (Co Proses rebah tanjut 
Po“ “Tretaanan Gan Beri penjelasan 

CE Jaecarakary/ Laporkan Kepala Brdan/Laksanakan 

Oh : Buat Tanggapan/ Jawaban ' 

aa ANA 

jo oreksi / Sempurnakan " 

Cara ) | 

Lana (Simpan 

ICATATAN : YR / 

    Se 3.   
  

»e 9 aa pl) FP 2 

DISPOSISI 
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PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SURAT DARI DITERIMA \r -JHV toil' 
NOMOR SURAT NOMOR AGENDA 

T G L S U R A T SIFAT SURAT 

MATERI SURAT 

LEMBAR DISPOSISI 

DITERUSjeAN KEPADA YTH, SdrT P0K0J(4>ISP0SISI 

] X/WAKIl . BUPATI 

SEKRETARIS DAERAH 

1 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

1 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

"] 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

1 6. STAFAHLI 

"] 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

] 8, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1 9. BAGIAN HUKUM 

n 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

111. BAGIAN PEMBANGUNAN 

"212. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

n 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

"j 14. BAGIAN PROTOKOIER & HUBUNGAN MASYARAKAT 

His. BAGIAN UMUM i 

^ ^ P r o s e s Sesuai Ketentuan Perundangan 

Telaah / Bert Penjelasan / Saran 

Proses Lebih Lanjut 

BIcarakan / Lap. Bupati / Laksanakan 

j ACC/Bijat Tanggapan/Jawab 

{ Kpr^tcsi / Sempurnakan 

^•J Koordlnasikan / konfirmasikan 
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UMP (Untuk MenJadI Perhatian 

Fall (Simpan) 

Arsip 

DISPOSISI I 

DISPOSISI II 
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SEKRETARIS DAERAH Po reaah/ 8eri Penjelasan / Saran 
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» BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pantau 

. BAGIAN HUKUM ' 

  

10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Fall (Simpan) 

1: BAGIAN PEMBANGUNAN aa Tan | Arsip. | | 

12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 
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DISPOSISI I 
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DEWAN P E R W A K I L A N R A K Y A T DAERAN 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

; Jin. Kusnodanupojo No; 2 Komp. Blok Plan Mollngkapoto 
Kec, kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kode Pos 96252 

Nomor : 170/DPRD-Kab,Gorut/ ^(>fN\\l2022 

Sifat : Renting } Yth. 

Lamp. : 1 (satu) berkas 

Hat : Persetujuan Terhadap Usui Perpeseran 

APBD TA 2022. 

Kwandang. f Juli2022 

Kepada 

Bupati Gorontalo Utara 

D i -

Tempal. 

Bupati Gorontalo Utara telah mengajukan usul pergeseran APBD Tahun Anggaran 

2022 sebagaimana surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 900/BK/Gorut/209A/il/2022, 

tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun 

Anggaran 2022. Atas usul tersebut, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran 

Pemerintah DaeraH (TAPD) Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan pergeseran 

APBD Tahun Anggaran 2022 dan secara bersama-sama telah menyetujui pergeseran 

APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana penyampaian Badan Anggaran kepada 

Pimpinan DPRD sesuai dokumen Hasil PembahasanBadanAnggaran DPRDdanTim 

Anggaran Pemerintah Daerah Gorontalo Utara Terhadap Usui Pergeseran Anggaran 

APBD Tahun Anggaran 2022 tertanggal 5 Juli 2022. 

Adapun hasil persetujuan bersama atas pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 

tersebut sesuai yang terlampir dalam sural ini. 

PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

DEISY SANDf^ M. DATAU 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 

AN HAMZAH51DIK, SH..MH 

Tembusan: 

1. Yth. Gubernur Gorontalo, di Gorontalo; 

2. Arsip. i 

1 

  

  

Pa Iman 

     

    

"1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

..? Jin. Kusnodanupojo No: 2 Komp. Blok-Plan Molingkapoto 
Kec, Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kode Pos 96252 

    

Kwandang, € Juli2022 

Nomor : 170IDPRD- Kab. Gorut' 465 VIN2022 Kepada 

Sifat : Penting : Yth. | Bupati Gorontalo Utara 

Lamp. : 1 (satu) berkas: Di - 

“Hal 1. Persetujuan Terhadap Usul Pergeseran Tempat.. 

Bupati Gorontalo Utara telah mengajukan usul pergeseran APBD Tahun Anggaran 

2022 sebagaimana surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 900/BK/Gorut/209/VII/2022,- 

tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun 
Anggaran 2022. Atas usul tersebut, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan pergeseran 

APBD Tahun Anggaran 2022 dan secara bersama-sama telah menyetujui pergeseran 

APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana penyampaian Badan Anggaran kepada 

f Pimpinan DPRD sesuai dokumen Hasil PembahasanBadanAnggaran DPRDdanTim 

Anggaran Pemerintah Daerah Gorontalo Utara Terhadap Usul Pergeseran Anggaran 

APBD Tahun Anggaran 2022 tertanggal 5 Juli 2022. 

Adapun hasil persetujuan bersama atas pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 

—“ “tersebut sesuai yang terlampir dalam surat ini. - 

PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO UTARA. 

Wakil Ketua, | Wakil Ketua,” 

0 Af | 

Diltrem, 
HAMZAH,SIDIK, SH.,MH      1) M. DATAU 0 Drs.H. 

Tembusan: pa 

1. Yth. Gubernur Gorontalo, di Gorontalo, 

2. Arsip. | | : 

 



Lampiran: 

Surat DPRD DPRD Kabupaten Gorontalo 

UtaraNomor: 170/DPRDKab.Gorut/^6^/VII/2022 

Tanggal : 5 Juli 2022 

I Peritial : Persetujuan Tertiadap Usui 

Pergeseran APBD TA 2022. 

P E R S E T U J U A N DPRD TERHADAP 

USUL P E R G E S E R A N APBD TAHUN ANGGARAN 2022 

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara terhadap usul pergeseran APBD 

Tahun Anggaran 2022, DPRD menyetujui pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 

yang terdiri atas: 

Hasil Pergeseran Anggaran 

No. SKPD 

JUMLAH PERGESERAN SETELAH 
PERGESERAN No. SKPD SEBELUM 

PERGESERAN 
BERTAMBAH BERKURANG 

SETELAH 
PERGESERAN No. SKPD 

Rp. Rp. Rp. Rp. 

1. Dinas Pendidikan • 8.757.439,118 8.757.439.118 

2. Dinas Kesehatan 40.463.651.316 40.463.651.316 

3. Rumah Sakit Zainal 
Umar Sidiki 

22.691094.980 1.208.683.851 23.899.778.831 

4. 
Dinas Pekerjaan j 
Umum Dan 
Penalaan Ruang i 

3.935.940.100 968.000.000 4.903.940.100 

5. 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan I 
Permukiman dan [ 
Pertanahan 

10.644.278.482 10.644.278.482 

6. 
Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja Dan 
Kebakaran 

3.450.497.865 3.450.497.865 

7. 
Badan 
Penangguiangan ; 
Bencana Daerah : 

1.199.805.663 115.000.000 1.314.805.663 

8. DinasSosial 711.257.734 711.257.734 

9. Dinas Transmigrasi 
Dan Tenaga Kerja 

467.742.916 225.000.000 242.742.916 

10. Dinas 
Pemberdayaan 

955.356.749 955.356.749 

2 

  

« 

$ 

  

Lampiran: 

Surat DPRD DPRD Kabupaten Gorontalo 

UtaraNomor: 170/DPRDKab.Gorut/46/VI/2022 
Tanggal . 

Perihal 

1.5 Juli 2022: 

Persetujuan — Terhadap Usul 

Pergeseran APBD TA 2022. 

| PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 

USUL PERGESERAN.APBD TAHUN ANGGARAN 2022: 

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara terhadap. usul. pergeseran APBD: 

” Tahun Anggaran 2022, DPRD menyetujui pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 

yang terdiri atas: 

Hasil Pergeseran Anggaran: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

0 e JUMLAH PERGESERAN: ) SETELAH: 

No.j SKPD ' BERTAMBAH | BERKURANG | PERGESERAN po PERGESERAN e | 
| Rp” Rp. Rp. Rp 

1. |DinasPendidikan | 8.757.439.118 8.757.439.118 | 

2. |Dinas Kesehatan 3 40.463.651.316 | 40.463.651.316 

3. jRumah Sakit Zainal |. 694.094.980! 1.208.683.851 ! 23.899.778.831 |: 
| Umar Sidiki i | 

Dinas Pekerjaan pk IN | 
14. (Umum Dan | 3.935.940.100 968.000.000. “4.903.940.100 

Penataan Ruang . - - 
Dinas Perumahan ' 

15. Rakyat, Kawasan e 10.644 278.482 | 10.644.278.482 
Permukiman dan ' 
Pertanahan : 
Dinas Satuan Polisi 2 

16. | Pamong Praja Dan . 3.450.497.865 3.450.497.865 
| Kebakaran | TN 
Badan 00 o . : | | Ng ' 

7. Penanggulangan ' 1.199.805.663 | 115.000.000 | — 1.314.805.663 |. 
Bencana Daerah ' | | ' 

8. IhinasSosia! — | 711.257.734 711.257.734 |. 

9. |Dinas Transmigrasi | 457742916 225.000.001 242.742.016 || 
Dan Tenaga Kerja - : | : 

40, (Dinas Do 955.356.749 955.356.749 |. 
Pemberdayaan : pa “ | | 

  
  

| 

 



Perempuan Dan 
Periindungan Anak 

11. Dinas Ketahanan 
Pangan 

1.551.202.476 1.551.202.476 

12. uinas LingKungan 
Hidup 

1.995.761.723 1.995.761.723 

13. 
Dinas 
Kependudukan Dan 
Catalan Sipil 

2.333.927.548 347.750.000 2.681.677.548 

14. 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Desa 

1.649.789.999 801.862.740 
2.451.652.739 

15: 

Dinas Pengendalian 
Ppndiidiik Dan 
Keluarga 
Berencana 

249.525.000 249.525.000 

16. Dinas Perhubungan i 3,709.904.773 50.000.000 3.659.904.773 

17, Dinas Komunikasi ; 
Dan inionnatiKa 897.442.814 243.000.000 1.140.442.814 

18. 

Dinas Penanaman ; 
Modal Dan 
Perijinan Tarpadu i 
Satu Pintu (ESDM) ; 

1.748.576.543 1.748.576,543 

19. Dinas Kepemudaanj 
Dan Olahraga 526.388.743 526.388.743 

20. Dinas Pariwisata 
Dan Kebudayaan ' 139.375.954 49.000.000 188.375.954 

21. Dinas Kearsipan i 
Dan Perpustakaan [ 90.203.040 90.203.040 

22. Dinas Kelautan Dan 
renKanan 804.340.768 85.500.000 889.840.768 

23. 

Dinas Tanaman 
Pangan, I 
Hortikultura dan ' J 
Perkebunan 

1.109.237.500 46.000.000 1.155,237.500 

24. 
Dinas Pelernakan { 
Dan Kesehatan \ 
Hewan 2.765.186.279 2.765.186.279 

25, 

Dinas 
Perdagangan, : 
Perindustrian, 

UsahaKecll 
Menengah 

20? QOO 000 30 QOO 000 33'' 000 000 

26. Sekrtariat Daerah J 1.826.304.656 1.826.304.656 

27. 
Bagian 
Pemerintahan danj 
Otonomi Daerah ? 
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Perindungan Anak 

Perempuan Dan 

  

11. |binas Ketahanan 
|Pangan 

1.551.202.476 ” 1.551.202.476 

  

12. Dinas Lingkungan : 
Hidup 

1.995.761.723 1.995.761.723 

  

13. 
.Dinas. 

Kependudukan Dan 
Catatan Sipil 

2.333.927.548 347.750.000 2.681.677.548 

  

14. 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 

Desa 

1.649.789.999 “ 801.862.740 
2.451.652.739 

  

15. 

“Dinas Pengendalian 4 

Penduduk Dan 
Keluarga 

Berencana 

249.525.000 249.525.000 

  

16. Dinas Perhubungan : 3.709.904.773 50.000.000 | 3.659.904.773 

  

117. Dinas Komunikasi : 
Dan Informatika. 

897.442.814 .. 243.000.000 | 1.140.442.814 

  

18. 
. | Perjinan Tarpadu 

Dinas Penanaman . 
Modal Dan 

Satu Pintu (ESDM) : 

1.748.576.543 1.748.576.543 

  

19. Dinas Kepemudaan: 
Dan Olahraga 

526.388.743 526.388.743 | : 

  

20, Dinas Pariwisata 
Dan Kebudayaan 

139.375.954 49.000.000 188.375.954 
  

21. Dinas Kearsipan. 

Dan Perpustakaan . 
90,203.040 90.203:040 
  

22. Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

804.340.768 85.500.000 889.840.768 

  

23. 

Dinas Tanaman 

Pangan, 
Hortikuitura dan 
Perkebunan 

1.109.237.500 45.000.000 1.155.237.500 

  

24. 
TDinas Peternakan p 
Dan Kesehatan 

Hewan 
2.765.186.279 2.765.186.279 
  

25. | Perindustrian, 

Dinas 

Perdagangan,: 

Koperasi Dan 
Usaha Kecil 
Menengah 

— 202.000.001 20.000.000 229.000.090 | 

  

26. Sekrtariat Daerah : 1.826.304.656 1.826.304.656 | 

    27. Bagian | 
Pemerintahan dan     Otonomi Daerah         
 



-V,. % 

28. 
Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 

814.036.800 814.036.800 

29. Bagian Hukum 340.000.000 
340.000.000 

30. 
Bagian 
Perekonomian dan ; 
Sumber Daya Alam' 

82.920.000 82.920.000 

31. Bagian Administrasi 
Pembangunan 

70.780.000 70,780.000 

32. Baoian Pennadaan 
kaf U v4 lull 1 Vi<l 1 MuUCiai 1 
Barang dan Jasa \ 

97.222.050 97.222.050 

33 
Bagian Organisasi = 
dan Keiormasi 
Birokrasi 114.496.000 30.000.000 

-

144.496.000 

34. 
Bagian Protokoler ; 
dan Komunikasi 
Pimpinan 97.222.050 97.222.050 

35. Bagian Umum 1.066.307,750 194.444.100 871.863.650 

36. Sekratarial DPRD : 17.549.879.015 3.838.397.240 21.388.276.255 

6i. 
Badan 
Perencanaan 
Penelitian Dan \ 
Pengembangan 

1.965.343.276 50.000.000 2.015.343.276 

38. Badan Keuangan ; 10.815.337.773 8.109.291.091 2.706.046.682 

39. 

Badan 
Kepegawaiah \ 
Pendidikan Dan 
Pelatihan 

2.239.236.084 67.102.760 2.306.338.844 

40. Inspektorat Daerah 274.195.664 274.195.664 

41. Kantor Camat 
Kwandang -

42. Kantor Camat 
Anggrek 

148.751.200 148.751.200 

43. Kantor Camat 
Atinggola ; 

206.889.071 206.889.071 

44. Kantor Camat 
Sumalata 

45. Kantor Camat i 
Tolinggula 103.214.500 103.214.500 

46. Kantor Camat ; 
GentumaRaya 

47. Kantor Camat Biau 
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v TBagian | 
28: IKesei po . ta 

| 2 (Kesejahteraan 814.036.800 | 814.038.800 
Rakyat -g TT 

| 29. Iagian Hukum 340.000.000 01 : Bagian Hukum. 349.000.000 | 

“Bagian : Na an 
30. | Perekonomian dan ' 82.920.000 | 82.920.000 | 

Sumber Daya Alam: | " | 

— |a1. | Bagian Administrasi . 70.780.000 70.780.000 | 
Pembangunan . 

32. | Bagian Pengadaan 97.222.050 | 97.222.050 | 
iBarang dan Jasa | . 0. 

Bagian Organisasi : " 
33. si . 

"- |gan Reformasi 114.496.001 30.000.000 144.496.000 | Birokrasi : on — 
Bagian Protokoler : | | | 

34, : : 1 1 . . 

dan Komunikasi 97.222.050 97.222.050 
. (Pimpinan on 

35. (Bagian Umum ' 4.066.307.750 1 194.444.100 871.863.650 

136. ISekratariatDPRD | 17.549.879.015 | 3.838.397.240 21.388.276.255 

Badan S5 

— 137. | Perencanaan : : 
IT Penelitian Dan : 1.965.343.276 50.000.000 | 2.015.343.276 | 

Pengembangan : 0. | 

38. Badan Keuangan ' | 10.815,337.773. '8.109291.091| 2.706.046.682 

“Badan 39, |Kepegawaia na 0 
Pendidikan Dan 2.239.236.084 67.102.760 2.306.338.844 1 

Pelatihan 

40. |inspektorat Daerah |” 274.195.664 | 274.195.664 || 

4. Kantor Camat: 

| Kwandang - 

| yo, | Kantor Camat “1487512001 148.751.200 
Anggrek | 

"Atinggola Kh 

44, | Kantor Camat 
Sumatata Td 

45. Kantor Camat | ' 0 E 
. Folinggula 103.214.500 ! 103.214.500 | 

46. Kantor Camat ) 

— IGentumaRaya : - 

47. (Kantor Camat Biau | 

 



48. Kantor Camat 
Sumalata Timur 162.090.314 162.090.314 

49. Kantor Camat 
Monano 1 74.225.200 74.225.200 

50. Kantor Camat [ 
Tomilito 91.996.496 91.996.496 

51. Kantor Camat 
Poneio Kepulauan \ 78.447.602 78.447.602 

52. Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik : 625.739.099 625.739.099 

JUMLAH i 151.186.124.083 8.578.735.191 8.578.735.191 151.186.124.083 

PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

  

n
a
n
a
 

- 
- 

  

48. Kantor Camat 
Sumalata Timur” 

162.090.314 162.090.314 

  

49. Kantor Camat 
Monano. 

| 74.225.200 74.225.200 | 

  

50. Kantor Camat: 

Tomilito 
91.996.496 91.998.496 

  

51. | Kantor Camat 
.. 78.447.602 78.447.602 

  

52.   Ponelo Kepulauan 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik : 

625.739.099 625.739.099 

    JUMLAH s.co...... permen   1511 86.124.083     8.578.735.491: 8.578.735.194   151.186.124.083 | !   
  

PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Wakil Ketua. 

  
 



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

UMBAP, OlSt'OS'b: 

SURAT DARI : ppflQ. DiTEWMA ^/^c^-Tm. 

NOMOR SURAT : ^ f c ^ - t ^ /l/H /^22 ^ 0 AGFNOA tQ^ . 

TANGGALSURAT:-^Z^. -2)̂ ^2.1 
I 
^J'Ai SUHAT 

DITERUSKAN KEPADA MATERI SURAT 

Z l SEKRETARIS 

BIOANG ANGGARAN 

BIOANG PENDAPATAN 

BIDANG AKUNTANSI 

I BIOANG ASET 

KUASA BENOAHARA UMUM DAERAH 

IBENDAHARA BANTUAN SKPKD 

DISPOSISI DISPOSISI 

r i Proses Ublh Lanjut 

Teiaahan dan Bar! Penjelasan 

_Bicaral<an/ Laporkan Kepala B̂ idan/Laksanakan 

ADC Buat Tanggapan/ Jawaban 

^ Koordinasikan/Komfirmasi 

Koreksi / Sempurnakan • 

— P a n t a u 

" luMP 

File/Simpan 

CATATAN: 

N 1 N 

  

SURAT DARI”: ppan - 

LENIBAR DISPOS:5: » 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
: BADAN KEUANGAN 

mmm sma mmm ma en mm 

  

  
OTERUSKAN KEPADA 

NOMOR SURAT : Ah (Pep het: cg fute im tan 

TANGGAL SURAT : € (@l- Ae 

DITERIMA» Ge (bg-111 

ING AGENDA“ ID39. : e 

SIFAT SURAT. 

  
MATERI SURAT   

  pd mm 0 
BIDANG ANGGARAN TN 

(——4—jetoanc penoapaTAN 

(“proane arunransi 
D'NBIDANGASET 0. 

PO IKUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

  

— oewoanana Bantuan sxpxo 
f DISPASISI 

Basi tungolagn paca bnar - . 

Omeko ular 1 uut peta . 

Onoonre Ep Tax Im. i Ad. 

  
                

  
  | CT Kprases Lebih Lanjut 

Co “Yretaanan dan Beri penjelasan ' 

AC Buat Tanggapan/ Jawaban ' 

(2 Iroorsinasiran/tomntirmas 

(— Jrorere / sempurnatan : 

O——pontau | 

——we 
Aa / Simpan 

    

P CATATAN : aah bp ie Fa. Pu 

Hn ef             
(—Darararan/ Laporkan Kepala Bardan/taksanakan 

DISPOSISI 

  

  

  

Ba 

pa “1 
AA 

' ' 
— 

      

                
me
 a
e
 

           



j PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

LEMBAR DISPOSISI 

SURAT DARI Opp-p DITERIMA : ^^ -juL^ " k T W -

NOMOR SURAT NOMOR AGENDA : l^^Z, 

TGLSURAT SIFAT SURAT : | 

MATERI SURAT 

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr. POKOj^SPOSISI I 

V^/J^roses Sesuai Ketentuan Perundangan 

Telaah / Berl Penjelasan / Saran 

Proses Lebih Lanjut 
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DEWAN P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E RAN 
K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

Jtn. Kusnodanupojo No. 2 Komp. Blok Plan Mollngkapoto 
Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kode Pos 96252 

HASIL PEMBAHASAN 

BADAN ANGGARAN DPRD DAN 

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH GORONTALO UTARA TERHADAP 

U S U I P E R G E S E R A N ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 
( Nomor: 170/DPRD-Kab.Gorut /^A/ l l /2022 

I. Dasar 

Bahwa Bupati Gorontalo Utara telah mengajukan kepada DPRD usul pergeseran 

anggaran Tahun Anggaran. 2022 sebagaimana surat Bupati Nomor: 

900/BK/Gorut/209A/ll/2022, tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Permohonan Persetujuan 

Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022. 

II. Pembahasan j 

Berdasarkan surat Bupati Nomor; 900/BK/Gorut/209A/ll/2022 sebagaimana diurai 

pada Dasar difatas, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan pergeseran APBD 

Tahun Anggaran 2022 dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 

sampai dengar) tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana Daftar Hadir yang terlampir. 

III. Hasil Pembahasan 

Sesuai has!! i pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara terhadap usul pergeseran APBD 

Tahun Anggaran 2022, secara bersama-sama sepakat atas pergeseran anggaran 

masing-masing OPD, sebagai berikut; 

Hasil Pembahasan Pergeseran Anggaran 

JUMLAH PERGESERAN 
SETELAH 

No. SKPD SEBELUM 
PERGESERAN 

BERTAMBAH BERKURANG PERGESERAN 

Rp. Rp. Rp. Rp. 

1. Dinas Pendidikan \ 8.757.439.118 8.757.439.118 

2. Dinas Kesehatan • 40.463.651.316 40.463.651.316 

3. Rumah Sakit Zainal 22.691.094.980 1.208.683.851 23.899.778.831   

  
      

y DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

f Jin. Kusnodanupojo No. 2 Komp. Stok Plan Molingkapoto 

Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kode Pos 98252 
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HASIL PEMBAHASAN 
H BADAN ANGGARAN DPRD DAN 

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH GORONTALO UTARA TERHADAP 
USUL PERGESERAN ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 

: Nomor : 170/DPRD-Kab.Gorut/ 464 M12022 

Dasar . 

Bahwa Bupati Gorontalo Utara telah mengajukan kepada DPRD usul pergeseran 

' anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat Bupati Nomor: 

900/BK/Gorut/203NVIW/2022, tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Permohonan Persetujuan 

| Pergeseran / APBD Tahun Anggaran 2022. 

' Pembahasan : 

"Berdasarkan surat Bupati Nomor: 900/BK/Gorut/209/VIN/2022 sebagaimana diurai 

— pada Dasar di jatas, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan pergeseran APBD 

Tahun Anggaran 2022 dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 

| sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana Daftar Hadir yang terlampir. 

Hasil Pembahasan 
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| $ : JUMLAH PERGESERAN ) SETELAH 

(Nol SKPD. 1 | SEBELUM | BERTAMBAH BERKURANG.! PERGESERAN 
| PERGESERAN | : 

0 Rp. TR” Rp Rp 

1. (Dinas Pendidikan ' 8.757.439.118 8.757.439.118. 

Dinas Kesehatan : 40463.651.316 $ 40.463.651.316. 

3. Rumah Sakit Zainal | 22.691.094.980 | 11208.683.857 23899778831”   
 



Umar Sidiki 

4. 

Dinas Pekerjaan 
Umum Dan 
Penataan Ruang 

3.935.940.100 968.000.000 4.903.940,100 

5. 

Dinas Perumahan 
Rakyat. Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

10.644.278.482 10.644.278.482 

6. 
Dinas Saluan Polisi; 
Pamong Praja Dan J 
Kebakaran 

3.450.497.865 3.450.497.865 

7. 
Badan 
Penangguiangan 
Bencana Daerah 

1.199.805.663 115.000.000 1.314.805.663 

8. Dinas Sosial j 711.257.734 711.257.734 

9. 
Dinas Transmigrasi 
Dan Tenaga Kerja ' 467.742.916 225.000.000 242.742.916 

10. 

Dinas 

Pemberdayaan j 

Perempuan Dan 

Periindungan Anak' 

955.356.749 955.356.749 

11. 
Dinas Ketahanan : 

Pangan 1.551.202.476 1.551.202.476 

12. 
Dinas Lingkungan ' 
Hidup i 1.995.761.723 1.995.751.723 

13. 

Dinas 

Kependudukan 

Dan Catalan Sipil: 
2.333.927.548 347.750.000 2.681.677.548 

14. 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan I 
Desa 

1.649,789.999 801.862.740 
2.451.652.739 

15. 

Dinas : 
Pengendalian ! 
Penduduk Dan 
Keluarga 
Berencana 

249.525.000 249.525.000 

16. 
Dinas : 

Perhubungan 3.709.904.773 50.000.000 3.659.904.773 
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17. 
Dinas Komunikasi 

Dan Informatika 
897.442.814 243.000.000 1.140.442.814 

18. 

Dinas Penanaman 
Modal Dan 
Perijinan Tarpadu 
Satu Pintu (ESDM) 

1.748.576.543 1.748.576.543 

19. 
Dinas 
Kepemudaan Dan 
Olahraga 

526.388.743 526.388.743 

20. 
Dinas Pariwisata 

Dan Kebudayaan 139.375.954 49.000.000 188.375.954 

21. 
Dinas Kearsipan 

Dan Perpustakaan j 90.203.040 90.203.040 

22. 
Dinas Kelautan 
DanPerikanan 804.340.768 85.500.000 889.840.768 

23. 

Dinas Tanaman 
Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

1.109.237.500 46.000.000 1.155.237.500 

24. 

Dinas Peternakan i 
Dan Kesehatan 
Hewan 

2.765.186.279 2.765.186.278 

25. 

Dinas 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
KoperasiDan 

UsahaKecil 
Menengah 

202.000.000 20.000.000 2?? 000.000 

26. Sekrtariat Daerah 1.826.304.656 1.826.304.656 

27, 
Bagian 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah : 

-

28. 
Bagian 
Kesejahteraan | 
Rakyat 

814.036.800 814.036.800 

29. Bagian Hukum 340.000.000 
340.000.000 

30. 
Bagian 
Perekonomian dan 82.920.000 82.920.000 
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47. Kantor Camat Biau 

48. 
KantorCamat i 

Sumalata Timur ? 
i R o n o n R 1 4 162.090,314 

49. 
KantorCamat 
Monano 

"7A OOR OOO 74,225.200 

WW. 
KantorCamat 

Tomilito 
91.996.490 91 996 496 

5 1 . 
Kantor Camat ; 
Poneio Kepulauan / o . 4 4 / , 6 0 2 78 447 602 

52. 
Badan Kesatuan j 
Bangsa dan Politik 625.739.099 625.739.099 

JUMLAH L 151.186.124.083 8.578.735.191 8.578.735.191 151.186.124.083 

IV. Tindak Lanjut 

Hasil pembahasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan 

kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melaiui surat persetujuan DPRD dan 

selanjutnya disampaikan kepada Bupati. 

Kwandang, 5 Juli 2022 

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 

1. Deisy Sandra M. Datau 

2. Drs. H. Roni Imran 

3. Hamzah Sidik, SH. , MH 

4. Hj. Ariaty Polapa, M.Pd 

5. Herson Hadi 

6. Dedy Dunggio 

7. Hj. Rina Polapa, S.IP 

8. Lukman Botutihe 

9. Mohamad Pateda 

i 
f 

10. Fatri Botutihe, S.AP 
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IV. Tindak & Lanjut . 

Hasil pembahasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022. ini disampaikan 

kepada. Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui surat persetujuan DPRD dan 
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: Kwandang, 5 Juli 2022 

1 Deisy Sandra M. Datau 0 

Drs H. Roni Imran ) ) 

3 Hamzah sidik SH., MH 

4, 

5,  Herson Hadi 

6. Dedy Dunggio 

10, Fatri Botutihe, S.AP 

| Hi. Ariaty Polapa, MPd 

Hj. Rina Polapa, S.IP. 

Lukman Botutihe 

Mohamad Pateda . 

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 

  

  

  

 



Sumber Daya Alam; 

31. 

Bagian \ 
Administrasi 
Pembangunan \ 

70.780.000 70.780.000 

32. 
Bagian Pengadaan; 
Barang dan Jasa ; 

97.222.050 97.222.050 

33. 

iBagian Organisasi 
danReformasi 
Birokrasi 

114.496.000 30.000.000 144.496.000 

34. 
Bagian Protokoler ; 

dan Komunikasi 

Pimpinan 
97.222.050 97.222.050 

35. Bagian Umum 1.066.307.750 194.444.100 871.863.650 

36. Sekratariat DPRD; 17.549,879.015 3.838.397.240 21.388.276.255 

37. 
Perencanaan \ 

Penelitian Dan ; 

Pengembangan ; 

1.965.343.276 50.000.000 2.015.343.276 

38. Badan Keuangan \ 10.815.337.773 8.109.291.091 2.706.046.682 

39. 

Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan Dan • 
Pelatihan \ 

2.239.236.084 67.102.760 2.306.338.844 

40, Inspektorat Daerah 274.195.664 274.195.664 

41. 
Kantor Camat 
Kwandang ; 

42. 
KantorCamat 

Anggrek 
148.751.200 148.751.200 

43. 
Kantor Camat 

Atinggola 206.889.071 206.889.071 

44. 
Kantor Camat 
Sumalata 

45. 
KantorCamat 
Tolinggula 103.214.500 103.214.500 

46. 
Kantor Camat ! 
Gentuma Raya ; 
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Tembusan: 

1. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo: 

2. Arsip, 

i 

i 
I     

“2 Arsip 

242 Matran Lasunte 

  

A1. Gustam Ismail, SE. 

Tembusan: 

1. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo:. 

  

 


